
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 8 TRNUN �006

TENTANG 

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN 
DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN HARi KERJA BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKART A 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Mengingat    : 

Pemerintah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta, khususnya

terhadap ketentuan hari kerja, sesuai dengan ketentuan perundang­

undangan yang berlaku, bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak

mentaati ketentuan hari kerja dijatuhi hukuman disiplin Pegawai
Negeri Sipil

b. bahwa dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu diatur pedoman tentang tata cara
pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin hari

kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi

Daerah lstimewa Yogyakarta.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah
lstimewa Yogyakarta tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan
dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin

Hari Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
lstimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan,
Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

10.Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada

Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia;

11. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah
Raga;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 1

Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat
Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah lstimewa Yogyakarta;

13. Keputusan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun
2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan dan

Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat
Tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah lstimewa

Yogyakarta.

Memperhatikan   : 1. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menetapkan   : 

2. lnstruksi Gubernur Kepala Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor:
9/lnstr/1990 tentang Peningkatan Disiplin Jam Kerja.

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN 
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN 
DISIPLIN HARi KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta;

2. Badan Pengawas Daerah adalah Sadan Pengawas Daerah Propinsi Daerah
lstimewa Yogyakarta;

3. Biro Kepegawaian adalah Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Daerah

lstimewa Yogyakarta;
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4. lnstansi adalah Badan, Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Rumah Sakit Grhasia, Kantor, Biro di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah
lstimewa Yogyakarta;

5. Pejabat Pemeriksa adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk mengadakan
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang

menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya
berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang­
undangan yang berlaku;

8. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional;

9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sip ii di lingkungan Pemerintah Propinsi
Daerah lstimewa Yogyakarta;

10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil
karena melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan sebagai hari kerja sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

12. Pelanggaran disiplin hari kerja adalah tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah
pada hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah adalah tidak masuk bekerja tanpa
izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan atau atasan langsung.

BAB II 

KEWAJIBAN 

Pasal 2 

(1) Pegawai Negeri Sipil wajib masuk bekerja pada hari kerja sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk pada hari kerja wajib mengajukan
permohonan izin tertulis.

(3) Kepala lnstansi berkewajiban mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap

Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah.

(4) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) meliputi
pemanggilan, peringatan dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB Ill 

KLASIFIKASI PELANGGARAN DISIPLIN 

Pasal 3 

(1) Klasifikasi pelanggaran disiplin hari kerja dan jenis hukuman disiplin bagi Pegawai
Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

(2) Klasifikasi pelanggaran disiplin hari kerja dan jenis hukuman disiplin sebagaimana
tersebut dalam ayat (1) sebagai pedoman dalam mempertimbangkan keputusan
penjatuhan hukuman disiplin.
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(3) Dalam mempertimbangkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana
tersebut dalam ayat (2), wajib memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang
mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran

disiplin.

BABIV 

PERINTAH MASUK KERJA DAN PERINGATAN 

Pasa14 

(1) Kepala lnstansi wajib menerbitkan surat perintah masuk bekerja kepada Pegawai

Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus

menerus lebih dari 2 (dua) hari kerja .

(2) Perintah masuk bekerja sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang bersangkutan
tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, dilanjutkan dengan Surat .... 
Perintah kedua dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja. 

(3) Perintah masuk bekerja sebagaimana tersebut dalam ayat (2) yang bersangkutan l
tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, dilanjutkan dengan Surat
Perintah ketiga dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja.

(4) Format Surat Perintah masuk bekerja adalah seperti contoh dalam Lampiran II
Peraturan ini.

Pasal5 

(1) Kepala lnstansi wajib memberi peringatan secara tertulis kepada Pegawai Negeri
Sipil yang tidak melaksanakan perintah masuk bekerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari
kerja.

(2) Peringatan secara tertulis sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang bersangkutan

tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, dilanjutkan dengan
Peringatan kedua dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) hari

kerja.

(3) Peringatan secara tertulis sebagaimana tersebut dalam ayat (2) yang bersangkutan
tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, dilanjutkan dengan
Peringatah ketiga dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja.

(4) Format Peringatan secara tertulis adalah seperti contoh dalam Lampiran Ill
Peraturan ini.

Pasal6 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diberi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus
menerus lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan, Kepala lnstansi
wajib menelusuri untuk mengetahui keberadaan yang bersangkutan.

(2) Didalam menelusuri Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam ayat (1):

a. Apabila diketemukan, kepada yang bersangkutan segera diperintahkan secara
tertulis untuk masuk bekerja;
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b. Apabila tidak diketemukan, Kepala lnstansi untuk meminta Surat Pernyataan
Keluarga,. Surat Keterangan aparat setempat, Surat Keterangan dari Pejabat
yang berwajib di alamat yang terakhir bahwa yang bersangkutan sudah tidak
berada di tempat yang bersangkutan.

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ayat (1) tidak masuk bekerja tanpa
keterangan yang sah secara terus menerus lebih dari 2 (dua) bulan, Kepala
lnstansi segera mengusulkan pemberhentian pembayaran gaji pada bulan ketiga

kepada Gubernur melalui Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Daerah
lstimewa Yogyakarta

(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ayat (3) tetap tidak masuk bekerja
tanpa keterangan yang sah secara terus menerus lebih dari G (enam) bulan, Kepala
lnstansi segera melaporkan kepada Gubernur melalui Biro Kepegawaian dengan
melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

a. Foto copy Surat Perintah Masuk Bekerja
b. Foto copy Surat Peringatan
c. Foto copy Jabatan/Pangkat terakhir
d. Foto copy Pemberhentian Pembayaran Gaji
e. Foto copy Daftar Hadir

f. Surat Pernyataan Keluarga atau Surat Keterangan aparat setempat atau Surat
Keterangan dari Pejabat yang berwajib di alamat yang terakhir bahwa yang
bersangkutan sudah tidak berada di tempat yang bersangkutan.

(5) Format Usulan Pemberhentian Pembayaran gaji dan Format Pemberhentian
Pembayaran Gaji sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan V Peraturan ini.

BABV 

PEJABAT PEMERIKSA DAN TATA CARA PEMERIKSAAN 

Pasal7 

(1) Pejabat Pemeriksa dalam peraturan ini adalah Kepala lnstansi dan atau Kepala
Sadan Pengawas Daerah.

(2) Pejabat Pemeriksa sebagaimana tersebut ayat (1) dapat memerintahkan kepada
pejabat dibawahnya untuk melakukan pemeriksaan.

(3) Pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut
ayat (2) tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang akan

diperiksa.

(4) Perintah sebagaimana tersebut ayat (1) dituangkan dengan Surat Perintah untuk
melakukan pemeriksaan dengan Format seperti contoh dalam Lampiran VI
Peraturan ini.

Pasal8 

(1) Kepala lnstansi sebagai Pejabat Pemeriksa wajib melakukan pemanggilan untuk
mengadakan pemeriksaan secara tertutup kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak

masuk bekerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Pasal 5 dan Pasal 6.

(2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan
untuk mengetahui alasan ketidak hadirannya.
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(3) Untuk bukti telah dilakukan pemeriksaan secara lisan sebagaimana tersebut ayat
(2) dibuat Surat Keterangan.

(4) Format pemanggilan untuk mengadakan pemeriksaan adalah seperti contoh
dalam Lampiran VII Peraturan ini.

(5) Format Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan secara lisan adalah seperti contoh
dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal9 

(1) Pemeriksaan secara lisan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) akan
mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin ringan, Kepala lnstansi wajib melanjutkan
pemeriksaan secara tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(2) Kepala lnstansi dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat
(1) meminta kepada Pegawai Negeri Sip ii yang bersangkutan untuk membuat
surat pernyataan yang isinya adalah akan mentaati keketentuan hari kerja.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), oleh Kepala lnstansi
dilaporkan kepada Gubernur lewat Biro Kepegawaian dengan tembusan kepada
Sadan Pengawas Daerah dengan disertai usulan rekomendasi penjatuhan
hukuman disiplin dan dilampiri Serita Acara Pemeriksaan.

(4) Format Berita Acara Pemeriksaan adalah seperti contoh dalam Lampiran IX
Peraturan ini.

Pasal 10 

(1) Pemeriksaan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan
mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat, Kepala lnstansi
meneruskan ke Badan Pengawas Daerah untuk me ngajukan permohonan
pemeriksaan dengan tembusan keµada Biro Kepegawaian.

(2) Kepala lnstansi dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat
(1) meminta kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:

a. akan mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin sedang untuk membuat surat

pernyataan yang isinya adalah akan mentaati keketentuan hari kerja.

b. akan mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin berat untuk membuat surat
pernyataan yang isinya adalah akan mentaati ketentuan hari kerja dan atau
surat pernyataan yang isinya adalah kesediaan untuk mengundurkan diri
apabila mengulangi lagi perbuatannya.

(3) Permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai Surat
Keterangan Hasil Pemeriksaan Secara Lisan, Data Absensi dan Data
Kepegawaian lainnya.

(4) Sadan Pengawas Daerah setelah menerima laporan sebagaimana tersebut dalam

ayat (1) berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya
kepada Guberrnur dengan tembusan kepada Biro Kepegawaian.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pemeriksaan sebagaimana
tersebut ayat (4), Kepala lnstansi tetap mengadakan pengawasan dan pembinaan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Format Permohonan Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran X
Peraturan ini.
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Pasal 11 

(1) Serita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 (ayat (1) ditanda­
tangani oleh Pejabat Pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

(2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa menolak untuk menanda tangani
Serita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Serita Acara
Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa dan tetap dapat

dipergunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

SASVI 

PELANGGARAN DISIPLIN HARi KERJA 

Pasal 12 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan pelanggaran disiplin.

(2) Pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dijatuhi hukuman

disiplin dengan klasifikasi dan jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam

Lampiran I Peraturan ini.

(3) Kepala lnstansi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3) adalah merupakan pelanggaran disiplin dan dapat dijatuhi
hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Apabila Pegawai Negeri Sipil pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian
melakukan lagi pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi
hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah
dijatuhkan kepadanya.

Pasal 13 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) wajib membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mentaati keketentuan
hari kerja.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah membuat surat pernyataan sebagaimana tersebut
dalam ayat (1 ), kemudian tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah kepada

yang bersangkutan dijatuhi salah satu hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Pasal 14 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) wajib membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mentaati ketentuan hari
kerja dan atau surat pernyataan yang isinya ·adalah bersedia mengundurkan diri
apabila mengulangi lagi perbuatannya.
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(2) Pegawai Negeri Sipil yang membuat surat pernyataan bE,rsedia mengundurkan
diri sebagaimana tersebut dalam ayat (1 ), kemudian mengulangi tidak masuk
bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan
dalam tahun yang sama, kepada yang bersangkutan diminta untuk mengajukan
permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII 

MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 

Pasal 15 

(1) Laporan has ii pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan
Pasal 10 ayat (4) akan dibahas dalam Tim Penyelesaian Kasus-kasus di Bidang
Kepegawaian dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) untuk diteruskan dan
ditetapkan keputusan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan
hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah
lstimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada
Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah lstimewa
Yogyakarta.

(3) Surat Pemberitahuan Tegoran Lisan, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Tegoran
Lisan, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Tegoran Tertulis dan Surat Keputusan
Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis dengan contoh format
sebagaimana tersebut dalam Lampiran X I, XII, XIII, XIV Peraturan ini.

BAB VIII 

KEBERATAN HUKUMAN DISIPLIN 

Pasal 16 

(1) Pegawai N�geri Sip ii yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat mengajukan keberatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-ndangan yang berlaku.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980, mengajukan keberatan kepada Sadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK),
sebelum ada keputusan tetap wajib masuk bekerja dan mendapat hak-haknya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta. 

Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal .:z mlM.cr .ue,6 

RETARIS DAERAH 
,��H I TIMEWA YOGYAKARTA, 

"'--__.i.t!(ll<IJ�1i NG S. PRIYOHADI 
. 110 021 674 

SERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
TAHUN <oc,6 NOMOR 8 SERI I= 
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